



Konflik agraria yang terus mencuat ke permukaan jika kita telaah bersama
sesungguhnya merupakan implikasi dari orientasi ekonomi dan kebijakan agraria
di masa lalu. Warisan kebijakan tersebut ternyata melahirkan ketimpangan
penguasaan dan konflik agraria berkepanjangan.1 Konflik agraria berkepanjangan
berimplikasi pada ketimpangan struktur agraria sebagaimana dapat dilihat dari
Data Sensus Pertanian (SP) 2013 juga menunjukan bahwa jumlah rumah tangga
petani turun sebesar 5,04 juta orang, yaitu dari 31,17 juta orang pada 2003
menjadi 26,13 juta orang pada 2013. Rata-rata penurunannya sebesar 1,75 persen
per tahun.2
Lahirnya berbagai UU Sektoral seperti UU Perkebunan, UU Kehutanan,
berimplikasi pada semakin beragamnya aturan tentang pengelolaan
sumber-sumber agraria. Mekanisme pengadaan tanah melalui berbagai aturan ini
dijalankan melalui penetapan berbagai jenis hak tertentu atas tanah dan kekayaan
alam yang ada didalamnya. Berbagai jenis hak mulai diperkenalkan sejak era
Orde Baru antara lain Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengusahaan Hutan (HPH),
1 Data Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menyatakan sepanjang tahun 2011
terdapat 163 konflik agraria di Indonesia. Angka ini naik dibanding tahun 2010 dimana terdapat
106 konflik agraria Sementara Data Outlook agraria 2012 yang dilansir HUMA menyebutkan pada
tahun 2006-2012 terjadi 232 konflik pengelolaan sumber agraria di 98 kabupaten kabupaten/kota
dan tersebar di 22 provinsi yang melibatkan lebih dari 20ribu km persegi menyebabkan 91. 968
orang dari 315 komunitas. Sementara pada 2016 data KPA menyebutkan 450 konflik agraria
sepanjang tahun 2016 dengan luasan wilayah 1.265.027 hektar dan melibatkan 86.745 KK yang
tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Tahun sebelumnya (2015) tercatat hanya 252 konflik
2BPS: Dalam 10 Tahun, Jumlah Rumah Tangga Petani Berkurang 5 Juta
http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/442270-bps--dalam-10-tahun--jumlah--rumah-tangga
-petani-berkurang-5-juta diakses pada 5 Juli 2015
2Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), Kontrak Karya
Pertambangan, dan lain-lain.
Pergeseran orientasi pengelolaan hutan dari era Orde Lama ke Era Baru
dibawah kepemimpinan Soeharto, mulai melakukan pembangunan dengan
mengutamakan pertumbuhan melalui penciptaan lapangan kerja dengan
pemanfaatan sumberdaya alam. Desentralisasi urusan kehutanan semakin
dipersempit dengan adanya perluasan wewenang Pemerintah Pusat melalui
Undang-Undang Pokok Kehutanan Nomor 5 Tahun 1967.
Pada era ini, sektor kehutanan dan sektor pertambangan merupakan sektor
andalan dalam konteks pembangunan ekonomi nasional. Peran Pemerintahan
Pusat dalam memberikan Hak Pengusahaan Hutan pada kawasan hutan produksi
yang dialokasikan sekitar 60 juta hektar diseluruh Indonesia. Pada masa ini
eksploitasi hutan ditingkatkan dalam rangka memacu perolehan devisa untuk
mengatasi situasi ekonomi nasional yang sangat memprihatinkan.
Nyoman Nurjaya menjelaskan kebijakan agraria di sektor kehutanan yang
terjadi pada masa lalu telah menyebabkan eksploitasi sumber daya hutan. Meski ia
mengakui bahwa kebijakan tersebut telah memberi kontribusi bagi pertumbuhan
ekonomi di Indonesia. Melalui kebijakan pemberian konsesi seperti HPH, HPHTI,
HTI3 mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan pendapatan
dan devisa negara, menyerap tenaga kerja, menggerakkan roda perekonomian.
3Pada pertengahan tahun 1980-an, pemerintah meluncurkan sebuah rencana ambisius untuk
membangun kawasan yang luas untuk hutan tanaman industri yang tumbuh cepat (Hutan
Tanaman Industri- HTI ), khususnya di Sumatera dan Kalimantan.
3Di sisi yang lain, pemberian konsesi-konsesi kepada Badan Usaha Milik
Swasta (BUMS) maupun Bahan Usaha Milik Negara (BUMN) yang
menimbulkan bencana nasional, karena kerusakan sumber daya alam hutan akibat
eksploitasi yang tak terkendali dan tak terawasi secara konsisten. Selain
menimbulkan kerusakan ekologi yang tak terhitung nilainya, juga menimbulkan
kerusakan sosial dan budaya, termasuk pembatasan akses dan penggusuran
hak-hak masyarakat serta munculnya konflik-konflik atas pemanfaatan sumber
daya hutan. Dampak negatif yang dihasilkan dari sistem pengusahaan hutan dalam
bentuk HPH adalah antara lain: (1) kelestarian hutan dalam arti meningkatnya
produktivitas lahan hutan dan kelestarian hasil kayu tidak tercapai, (2) muncul
konflik antara pengusaha HPH, pemerintah dengan penduduk lokal, (3) terjadi
banyak perubahan sosial, politik, dan budaya di desa-desa sekitar hutan dan
tertangguhnya askes penduduk atas sumber daya hutan.4
Kawasan kehutanan adalah salah satu kawasan yang juga mengalami
banyak konflik.5 Persoalan kawasan hutan dan pertanahan atau sumber daya
agraria dalam arti luas tidak terjadi pada hari ini atau tahun kemarin karena
persoalannya terakumulasi jauh sebelum Indonesia merdeka. Manifestasinya
dapat dilihat dari berbagai bentuk, seperti konflik antar berbagai pihak,
keterlanjuran tambang, dan kebun di seluruh fungsi hutan (konservasi, lindung,
dan produksi), persoalan tukar menukar kawasan hutan, perizinan yang salah
4Nyoman Nurjaya, Sejarah Pengelolaan Hutan di Indonesia Jurnal Jurisprudence, Vol. 2,
Nomor 1, Maret 2005, hlm 35-55. Hal serupa dinyatakan oleh San Afri Awang dalam jurnal PSDA
Vol 1-1, menurutnya selama orde baru, hutan dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab dengan
menggunakan instrumen sistem pengusahaan hutan HPH melalui PP Nomor 21 tahun 1970.
5Data KPA tahun 2011 menyebutkan dari 163 konflik agraria sepanjang tahun 2011,
rinciannya 97 kasus disektor perkebunan, 36 kasus kehutanan, 21 kasus sektor infrastruktur,
delapan kasus disektor pertambangan, dan satu kasus di wilayah tambak dan pesisir.
4lokasi, ataupun hilangnya kekayaan negara dan tingginya biaya transaksi
perizinan, serta pelanggaran hak asasi manusia.6
Penunjukan kawasan hutan di masa lalu oleh pemerintah dibanyak tempat
menjadi salah satu faktor pemicu maraknya konflik-konflik di kawasan hutan.7
Periode krisis ekonomi diakhir dekade 90-an menjadi periode penting dalam
perjalanan sejarah kehutanan di Indonesia. Periode ini adalah periode menjelang
dan setelah pergantian rezim Orde baru. Ahmad Sodiki menjelaskan periode
tersebut adalah periode dimana wibawa aparat keamanan dan penegakan hukum
merosot tajam. Peristiwa politik di Jakarta yang dibarengi kerusuhan pembakaran,
penjarahan menyebar ke daerah-daerah. Kekacauan politik dimasa itu menurutnya
ikut memicu pula keberanian rakyat untuk masuk menggarap tanah perkebunan,
kehutanan dan lain-lain. Hal itu terjadi karena rakyat sangat membutuhkan lahan
untuk bertani guna menyambung hidupnya. Disisi lain juga terjadi penelantaran
tanah dimasa krisis dengan berbagai alasan pemegang hak terkena dampak krisis
sehingga tidak memiliki modal kerja untuk mengusahakan tanahnya, atau tanaman
yang tidak menghasilkan keuntungan karena tidak dipelihara dengan baik, harga
yang semakin merosot di pasaran, atau dalam sengketa dengan rakyat, masa
berlakunya HGU telah habis sehingga tidak jelas siapa pengelola tanah itu.8
6 Hariadi Kartodihardjo, Diskursus dan Kebijakan Institusi–Politik Kawasan Hutan:
Menelusuri Studi Kebijakan dan Gerakan Sosial Sumber Daya Alam di Indonesia, Orasi Ilmiah,
Guru Besar Tetap Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor,13 Februari 2016,Hlm 1
7MK lewat Putusan Nomor 45/PUU-IX/2011 mengabulkan judial review lima Bupati
kalteng terhadap UU kehutanan. MK menghapus frasa “penunjukan dan atau”. MK berpendapat
dalam pasal itu, pemerintah bisa jadi salah tafsir dan berbuat sewenang-wenang dalam
memberikan status kawasan di daerah pemohon. Pasalnya, dalam penetapan sebuah kawasan
sebagai kawasan hutan cukup dengan frasa “ditunjuk dan atau”.
8Ahmad Sodiki, Penerbitan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Makalah Konsultasi
Publik, Penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 1998, Jakarta, Badan Pertahanan
Nasional, Maret 2004
5Riset Center for International Forestry Research (CIFOR)9 menunjukkan
bahwa periode 1997-2003 sebagai periode yang berdampak penting pada
dinamika sektor kehutanan. Berdasarkan hasil observasi terhadap artikel media
massa nasional, 359 peristiwa konflik di sektor kehutanan telah terjadi dari
Januari 1997 sampai dengan Juni 2003. Temuan lain yang tidak kalah menariknya
adalah bahwa 359 kasus konflik yang berhasil dicatat, 39% diantaranya terjadi di
areal HTI, 34% di kawasan konservasi dan 27% di area HPH.10
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di areal HTI
dan kawasan konservasi mempunyai porsi yang signifikan dibandingkan dengan
yang terjadi di areal HPH. Frekuensi meningkat drastis pada awal pelaksanan
desentralisasi, yakni di awal tahun 2000. Di masa Orde Baru dan Masa Transisi,
konflik di areal HTI lebih sering terjadi dibandingkan dengan konflik di HPH dan
kawasan konservasi. Menurut data Kementerian Kehutanan, luas Hutan Tanaman
Industri (HTI) hingga kini mencapai 9,39 juta hektar dan dikelola oleh 262 unit
perusahaan dengan izin hingga 100 tahun. Sementara, luas HPH di Indonesia
214,9 juta hektar yang dikuasai 303 perusahaan HPH. Data tersebut dapat
dibandingkan dengan izin Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang baru mencapai
mencapai 631. 628 hektar.11
9CIFOR adalah lembaga riset kehutanan nasional yang menyebut bahwa periode 1997 –
1998 adalah periode yang dianggap penting karena terjadi berbagai perubahan kebijakan politik.
Dalam periode yang sama, krisis ekonomi yang parah mulai melanda Indonesia dan memuncak
10Yuliana Cahya Wulan dkk, Analisa Konflik Sektor Kehutanan di Indonesia 1997 – 2003,
Bogor, CIFOR, 2004, hlm 3-4.
11Konflik Agraria Semakin Eksesif, Kompas 6 Februari 2011, proses penyelenggaraan HTR,
HKm, dan Hutan Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri dan kebijakan teknis terkait
lainnya masih dirasakan sangat kompleks dan rumit. Data perkembangan pelaksanaan HTR
sampai akhir tahun 2010 untuk pencadangan areal oleh Menteri Kehutanan seluas 624.588 hektar
dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Bupati baru mencapai 69.213 hektar, padahal HTR telah
dicanangkan untuk sekitar 5,4 juta hektar sejak tahun 2007. Sementara data penetapan HKm yang
diterbitkan oleh Menteri Kehutanan baru mencapai seluas 13.351 hektar dan Hak Kelola Hutan
Desa yang diterbitkan oleh Gubernur baru mencapai 10.310 hektar.
6Sekitar 133,6 juta Ha dari 187,9 Ha atau 71,1 persen luas daratan Indonesia
masuk dalam kawasan hutan. Dari luasan tersebut sedikitnya terdapat ribuan desa
definitif yang masuk ke dalam kawasan hutan. Siaran Pers Sekretariat Bersama
Pemulihan Hak Rakyat Indonesia menyebutkan ada banyak versi yang
menyebutkan jumlah desa di kawasan hutan dibandingkan dengan data
Kementerian Kehutanan yang menyebutkan 24.000 desa berada di kawasan hutan,
BPS menyatakan 25.0000 sementara menurut KPA menyebutkan angka 19.000.
Di Lampung sendiri Dinas Kehutanan Provinsi Lampung tahun 2003
menyebutkan Provinsi Lampung memiliki luas wilayah 3.301.545 Ha, sebesar 32
persen dari luas tersebut berstatus kawasan hutan negara. Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Kehutanan tahun 1991 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di
Provinsi Lampung melalui Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Peraturan
Daerah Tingkat I Lampung tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi (RTRWP) yang disaijkan oleh Menteri Dalam Negeri adalah seluas
1.237.200 Ha (37,47 persen) dari luas total provinsi.
Luas kawasan hutan negara kembali berubah setelah dikeluarkannya
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 416.kpts-II/1999 yaitu
menjadi 1.144.512 Ha (34,66 persen) dari luas daerah daratan Lampung. Pada
tahun 1999, kembali dikeluarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan
No, 256/kpts-II/2000 sehingga luas kawasan hutan negara di Provinsi Lampung
kembali berubah menjadi 1.004.735 Ha atau seluas 30,43 persen dari total luas
Provinsi Lampung. Perubahan terakhir tersebut adalah implikasi dari penunjukan
ulang peruntukan kawasan Hutan Produksi dapat dikonversi menjadi areal
penggunaan lain.
7Kondisi kawasan kehutanan di Lampung saat ini juga diwarnai oleh
konflik-konflik antara masyarakat sekitar hutan dengan pemerintah. Klaim
terhadap status kepemilikan lahan dan akses pengelolaan merupakan tema konflik
di kawasan hutan di Lampung. Salah satu konflik pengelolaan kawasan hutan
terpanjang di Lampung adalah konflik di kawasan Hutan Produksi di Register 45
Kabupaten Mesuji, Lampung.12
Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Mesuji13
menyebutkan bahwa konflik di Register 45 adalah konflik penguasan dan
pengelolaan hutan tanaman industri yang sejak lama telah menjadi silang sengketa
antara investor, masyarakat, dan pemerintah. Kebijakan pemerintah yang
berubah-ubah, tidak terkoordinasi, minimnya pengawasan pemerintah, investor
yang tidak menjalankan kewajiban, penyalahgunaan izin, masyarakat yang
tersingkir menjadi agresif, beroperasinya spekulan tanah telah menyebabkan
persengketaan yang ada di Register 45 terus terjadi dan tidak pernah tuntas
diselesaikan.14
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 93/kpts-II/1997
yang berisi penetapan kawasan Hutan Register 45 PT Sylva Inhutani diberikan
hak untuk mengelola kawasan hutan industri seluas 43.100 ha. PT Sylva
Inhutani (SIL) sendiri awalnya merupakan perusahaan patungan antara PT Silva
Lampung dan PT Inhutani V, PT Sylva Inhutani Lampung (SIL) didirikan
berdasarkan akte notaris nomor 360 tanggal 27 Oktober 1992.
12Sebelumnya Register 45 masuk dalam Kabupaten Tulang Bawang. Pada tahun 2008
terjadi pemekaran Kabupaten dan kawasan Register 45 masuk dalam wilayah Kabupaten Mesuji.
13Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Kasus Mesujidibentuk oleh Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan lewat KEP.64/MENKO/POLHUKAM/12/2011.
14Laporan TGPF Kasus Mesuji, hlm 4
8Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir dekade 90-an menjelang
reformasi menyebabkan perusahaan-perusahaan yang bergerak di wilayah
kehutanan tergoncang. Akibat krisis banyak terjadi penelantaran tanah-tanah yang
masuk dalam areal konsesi. Dampak krisis ekonomi dimasa itu juga terjadi pada
PT Sylva Inhutani selaku pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman
Industri (HPHTI) di Register 45. Penelantaran tanah ini melahirkan SK Menhut
Nomor 9983/kpts-II/2002 Tentang Pencabutan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan nomor 93/Ktps-II/1997 yang berisi penetapan kawasan hutan register
45 43.100 hektar. Pencabutan izin dengan alasan Pertama PT SIL dinilai tidak
layak dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Hutan Tanaman Industri, baik
dari segi teknis maupun finansial (tidak memenuhi kewajiban finansial dan
kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku). Kedua PT SIL tidak
pernah menyerahkan Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Lima Tahunan sejak
tahun 1999.
Seperti dijelaskan diatas pada periode krisis ekonomi dan pasca reformasi
terjadi gelombang demokrasi yang mendorong keberanian rakyat yang selama
Orde Baru kehilangan tanah dengan berbagai sebab. Sulitnya kehidupan ekonomi
membuat rakyat memiliki keberanian untuk menggarap tanah-tanah yang
dianggap terlantar termasuk tanah-tanah di dalam kawasan hutan. Fenomena ini
juga marak terjadi di Lampung menjelang dan saat proses reformasi.15
Penelantaran tanah itulah yang kemudian mengundang orang dari berbagai
daerah di Lampung masuk ke dalam kawasan Hutan Register 45 pada tahun 1997
15Forest , People and Rights, A Down to Earth Special Report, June 2002 melaporkan bahwa
keruntuhan ekonomi Asia pada tahun 1997 yang diikuti oleh perubahan politik yang sangat cepat,
pada akhirnya memaksa Presiden Suharto lengser pada bulan Mei 1998. Sejak itu, terbuka peluang
untuk menyuarakan perubahan yang positif atas kebijakan dan praktek masalah hutan.
9yang belakangan menamakan diri mereka Orang Moro-Moro. Secara garis besar,
terdapat tiga kelompok yang terlibat dalam konflik di Register 45. Pertama,
Kelompok masyarakat adat yang mengklaim tanahnya terambil perluasan Register
45 dan menuntut pengembalan tanah adatnya. Kedua, Masyarakat Moro-Moro,
yang masuk ke Register 45 pada akhir tahun 1997. Ketiga, Masyarakat yang
datang pasca meledaknya konflik di Regisiter 45, Mesuji pada akhir 2011.
Warga Moro-Moro sendiri adalah orang yang berasal dari berbagai daerah
di Lampung. Sampai dengan saat ini mereka telah tinggal selama belasan tahun
dan mengelola lahan seluas 2.444 hektar.16 Berdasarkan Sensus Penduduk (SP)
2010, terdapat setidaknya 3359 jiwa yang tersebar di lima daerah setingkat dusun
yakni Moroseneng, Morodadi, Morodewe, Sukamakmur dan Asahan. Nama-nama
dusun tersebut diberikan secara swadaya oleh masyarakat. Warga juga secara
swadaya mendirikan berbagai fasilitas-fasilitas umum. Mereka juga membangun
jalan-jalan yang menghubungkan antar kelompok maupun dusun serta untuk
mengangkut hasil panen.
Kehidupan di wilayah Moro-Moro mulai tumbuh dan berkembang secara
positif sejak awal tahun 1997. Pada tahun 2002, Bupati Tulang Bawang saat itu
Santori Hasan mendatangi mereka dan memberi “izin lisan” masyarakat untuk
bercocok tanam. Izin lisan itu melegakan hati masyarakat yang belakangan baru
mengetahui bahwa daerah yang mereka tempati adalah kawasan hutan produksi
yang dikelola oleh perusahaan swasta. Hal yang menarik adalah pada pemilu 2004,
meski tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ribuan Warga Moro-Moro
16 Luasan lahan ini diperoleh dari proses pemetaan partisipatif yang dilakukan oleh Warga
Moro-Moro pada tahun 2010
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didaftar sebagai pemilih. Tiga Tempat Pemungutan Suara (TPS) didirikan di
wilayah tersebut begitu juga panitia pemungutan suara yang diambil dari Warga
Moro-Moro. Ironisnya, Pemilu 2004 adalah pemilu pertama sekaligus pemilu
terakhir di wilayah Moro-Moro. Selanjutnya sejak tahun 2007 sampai dengan saat
ini tercatat sudah lima kali pemilu berbagai tingkatan yang tidak dapat diikuti oleh
Warga Moro-Moro.
Perubahan mulai terjadi sejak tahun 200617 dimana keberadaan Warga
Moro-Moro di kawasan Hutan Register 45 mulai dipersoalkan. Sejak tahun 2006
berulang kali tindakan represif dengan melibatkan aparat keamanan dan berbagai
kesatuan Pam Swakarsa dilibatkan untuk mengusir Warga Moro-Moro. Meski
demikian upaya tersebut belum membuahkan hasil dan konflik masih terus terjadi.
Menariknya meski terus menerus berusaha digusur, pada tahun 2007 jelang
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tulang Bawang, Bupati Tulang
Bawang saat itu Abdurrahman Sarbini datang ke wilayah Moro-Moro dan berjanji
akan menjadikan daerah ini sebagai desa definitif. Janji ini tak pernah terealisasi
sampai pemekaran Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi dua yakni
Kabupaten Tulang Bawang barat dan Kabupaten Mesuji pada tahun 2008.
17Berdasarkan posisi kasus dan kronologis yang disusun oleh Warga Moro-Moro, rencana
penggusuran sudah disosialisasikan sejak tanggal 1 Februari 2006 di Markas Polres Tulang
Bawang. Rakor penerbitan HTI Register 45 di gelar Muspida di Aula Mapolres Tulang bawang.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh beberapa anggota DPRD Tulang Bawang, kepala Seksi Intelejen
kejaksaan Negeri menggala, pihak Pengadilan Negeri menggala, BPN kabupaten Tulang Bawang,
dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Rakor ini dipimpin langsung oleh KapoldaTulang Bawang
seta dihadiri oleh Bupati Abdurrachman Sarbini, Dandim 0412 LampuraLetkol (Kav) Ferry
Supriyanto, Danlanud Astra KsetraLetkol (Pom) Joko Trikartono, Wakil Ketua DPRD Tulang
Bawang Herman Artha, Kajari, PN Menggala, dan Ass. I Pemkab Zikri Japar. Dari pihak adat
Megoupak serta wakil masyarakat penggarap di kawasan Moro-moro. Eksekusi penggusuran
pertama dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2006. Pada hari itu, 74 rumah penggarap yang
mendiami areal Register 45 di kawasan dirobohkan oleh Satpam PT Sylva Inhutani .
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Tinggal di kawasan hutan Register 45 menyebabkan masyarakat harus
menyandang predikat “perambah hutan” dan warga “ilegal”. Penyebutan ini
didasarkan pada terbitnya SK Menhut Nomor322/Menhut-II/2004 tentang
pencabutan SK Menhut Nomor 9983/kpts-II/2002 dan pemberlakuan kembali SK
Nomor 93/kpts-II/1997. Dengan demikian perusahaan kembali menegaskan
keberadaan izin yang sebelumnya dicabut.
Kembalinya izin PT Sylva tentu memberikan konsekuensi bagi keberadaan
Warga Moro-Moro. Selain terlibat dalam konflik, hak-hak konstitusional mereka
sebagai warga negara terabaikan. Tidak memiliki KTP, Berbagai dokumen
kependudukan lainnya, kehilangan hak-hak politiknya dalam setiap pemilu, akses
pendidikan dan kesehatan dasar yang memadai adalah konsekuensi berdiam di
kawasan hutan produksi Register 45.
Warga Moro-Moro, Register 45, Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji, Provinsi
Lampung adalah salah satu entitas masyarakat di kawasan Hutan Produksi
Register 45 yang merasakan beratnya menghadapi tekanan dan berbagai tindakan
diskriminasi. Sejak 1997 masalah-masalah administrasi kependudukan menjadi
persoalan yang krusial. Keberadaan Warga Moro-Moro dianggap “ilegal” oleh
perusahaan dan pemerintah. Mereka dicap sebagai perambah kawasan hutan.
Hampir semua warga tidak memiliki kartu identitas yang berdampak pada
terhambatnya pemenuhan hak-hak lainnya.
Pengalaman berbagai konflik pengelolaan sumber-sumber agraria
seringkali berimplikasi pada terabaikannya hak-hak warga. Konflik agraria yang
terjadi di Register 45 misalnya bukan hanya berdimensi kekerasan, tetapi lebih
12
jauh konflik tersebut juga mengakibatkan pengabaian hak-hak konstitusional
warga negara lainnya. Terabaikannya hak-hak konstitusional pada gilirannya juga
berimplikasi pada pengabaiaan hak-hak yang diatur dalam undang-undang atau
legal right.
Studi Nancy Lee Peluso dan Christian Lund pada tahun 2011 yang berjudul
New Frontiers Of Land Control : Introduction memberikan sebuah gambaran
awal perkembangan bentuk-bentuk pembatasan–pembatasan baru dalam
penguasaan dan kontrol terhadap tanah. Argumentasi ini didasarkan hasil
studi-studi ini sesungguhnya ingin menegaskan bahwa terjadi penciptaan secara
aktif bentuk baru kontrol atas tanah lewat pertarungan antara aktor –aktor, konteks,
dan dinamika yang bervariasi.18
Selanjutnya Derek Hall, Peter Hirsch dan Tania Murray Li dalam Powers of
Exclusion memberikan pendekatan baru untuk mengamati dinamika
perkembangan agraria di masa kini. Menurut mereka terdapat empat kekuatan
yang digunakan untuk melakukan penyingkiran atau eksklusiyakni peraturan
(regulation), paksaan (force), pasar (market) dan legitimasi (legitimation).19
Eksklusi ini pada gilirannya saling bergantung dengan eksklusi lain yang lebih
bersifat ekonomi. Tergusurnya sekelompok orang dari lahan bisa diawali dengan
proses yang membatasi mereka memperoleh hak-hak lainnya, seperti hak untuk
pelayanan publik seperti penerangan listrik, pendidikan, kesehatan, air
bersih,akses jalan dan lain-lain. Orang yang tereksklusi akan sulit untuk
18 Peluso, N.L. &Lund, C.(2011), New Frontiers of Land Control: Introductions, The Jurnal
Of Peasant Studies. Vol 38 , 667-681
19 Li, Tania, Hall, Derek, Hirsch Peter, Powers of Exclusion , National University of
Singapore (NUS) Press,2011.
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mengakses aspek-aspek yang dapat menunjang kehidupannya seperti aspek sosial,
ekonomi, politik dan bahkan pendidikan. Hal ini otomatis juga memutuskan
jaringan sosial dan peluang berkembangnya individu untuk mendapat kehidupan
yang lebih baik.
Penelitian ini sendiri memilih empat jenis hak konstitusional yakni hak
atas identitas, pendidikan, politik dan kesehatan setelah melihat berbagai
penelitian terdahulu yang pernah dilakukan baik dalam skripsi, tesis maupun
penelitian.20 Beberapa pengabaian hak-hak warga negara yang dimaksud dalam
penelitian ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:










dalam Pasal 28 D
dan (1) ayat (4),






















dalam Pasal 27 ayat
(1), Pasal 28 D ayat
(1) dan (3), Pasal 28











20 Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya adalah Penelitian Sistematis
STPN Yogyakarta, Oki Hajiansyah Wahab, dkk berjudul Bara Nan Tak Kunjung Padam: Konflik
Agraria di Register 45 Mesuji Pasca Rekomendasi TGPF. Tesis Heru Islamic (2015) di Magister
Sosiologi UI yang berjudul Strategi Perjuangan Mempertahankan Tanah Berbasis Kapital Sosial
(Studi Pada Komunitas Moro-Moro Di Kawasan Hutan Register 45, Mesuji). Skripsi milik Pipin
Lestari di FH Unila (2016) yang berjudul Hak Konstitusional Pemenuhan Pendidikan Di Daerah
Pendudukan (Studi Kasus Daerah Pendudukkan Moro-moro Kabupaten Mesuji
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UUDNRI 1945.
3 Hak atas kesehatan
sebagaimana diatur
dalam Pasal 28 B















4 Hak atas pendidikan
sebagaimana diatur
dalam Pasal 31 ayat












Konflik agraria yang belum terselesaikan menyebabkan hukum dan
keadilan seakan tidak mampu menjangkau mereka yang kurang beruntung karena
persoalan sosial dan ekonomi. Akibatnya masyarakat dalam kawasan hutan
Register 45 harus berjuang bertahan hidup sendiri dan memperjuangkan akses
terhadap keadilan. Kondisi ini digambarkan dengan baik oleh seorang penulis
drama asal Inggris, George Bernard Shaw dalam naskah drama berjudul
“Millionariess”. George menggambarkan jurang pemisah antara tujuan ideal
hukum dengan kenyataan hidup sehari-hari sebagai berikut:
“The law is equal before all of us, but we are not all equal
before the law. Virtually there is one law for the rich and another for
the poor, one law for the cunning and another for the simple, one law
for the forceful and another for the feeble, one law for the ignorant
and another for the learned, one law for the brave and another for
timid, and wihin family limits one law for the parent and no law at all
for the child.” 21
Pengabaian-pengabaian yang terjadi pada gilirannya melahirkan kesadaran
Warga Moro-Moro bahwa keadilan sesungguhnya adalah sebuah hal yang harus
diperjuangkan. Perjuangan Warga Moro-Moro sendiri lahir ketika pemerintah
21Laurance, (ed), Bodley Bernand Shaw: Colected Plays with Their Preface, vol. 6, 1973
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setempat terus mengabaikan kenyataan bahwa setiap warga negara memiliki hak
yang sama untuk hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Indonesia sejatinnya adalah negara hukum.22 Penegasan hukum dalam
UUDNRI 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara
kekuasaan yang orientasinya sekedar politik. Negara harus menjamin hukum
sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial. Hukum harus dapat
mengatur keterjaminan perlindungan (to protect), penghormatan (to respect), dan
pemenuhan (to fullfill) hak-hak warga negara tanpa diskriminasi.
UUDNRI 1945 juga secara tegas melarang berbagai tindakan diskriminasi
sebagaimana tercermin pada Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 1
ayat (2). Hal yang sama juga tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang
Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang juga tidak membenarkan diskriminasi
berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial,
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik.
Pasal 28 D ayat (1) UUDNRI 1945 menegaskan, bahwasanya setiap orang
berhak atas pengakuan jaminan,perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28 1 ayat (2) yang
menyatakan bahwasanya setiap orang berhak bbas dari perlakuan yang bersifat
diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan yang diskriminatif. Selanjutnya Pasal 28 I ayat (4) UUDNRI 1945 juga
menunjukan tanggung jawab negara dalam penghormatan, perlindungan dan
pemenuhan HAM. Sedangkan Pasal 28 I ayat (5) menegaskan penegakan dan
22Pasal 1 ayat (3) UUDNRI 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara
Hukum. Prinsip negara hukum berarti menjunjung tinggi supremasi, persamaan kedudukan
dihadapan hukum, serta menjadikan hukum sebagai landasan operasional dalam menjalankan
sistem penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
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perlindungan hak asasi manusia yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang
demokratis.
Paham negara hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) UUDNRI
1945berkaitan erat dengan negara kesejahteraan (welfare state) atau paham negara
hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan ketentuan
Pasal 34 UUDNRI 1945. Di sini nampak jelas bahwa negara kesejahteraan yang
dituju didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUDNRI 1945.23
Dalam konteks negara kesejahteraan, salah satu kepentingan paling mendasar bagi
setiap manusia adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia.
Konsep negara kesejahteraan mengharuskan pemerintahan berlandaskan
pada dua hal. Pertama, pemerintahan tunduk dan didasarkan pada hukum yang
berlaku. Kedua, negara bertugas mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Negara
atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial,
kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.24
Istilah social justice atau keadilan sosial sendiri sesungguhnya bukanlah
istilah yang asing dalam tata hukum Indonesia, mengingat istilah ini secara
eksplitisit disebutkan dalam fundamen sumber hukum Indonesia, baik itu adalah
Pancasila yakni Sila V yang berbunyi: “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat
Indonesia,” maupun dalam naskah Pembukaan UUDNRI 1945 alinea ke-4 yang
menyebutkan: “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan
23Lihat Mahkamah Konstitusi RI, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang dasar
Republik Indonesia tahun 1945, Buku II sendi-sendi/Fundamental Negara, Jakarta, 2010,
hlm.11-37
24Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Disertasi, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm 64
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Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.” Meski
disebutkan secara tegas belum ada suatu rumusan normatif dalam berbagai aturan
hukum yang menjelaskan secara konseptual makna istilah keadilan sosial.
Guna menemukan penjelasan konseptual Nancy Fraser dalam karyanya
Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and
Participation. Nancy Fraser menjelaskan bahwa dimensi keadilan sosial mengacu
pada dua hal yaitu masalah redistribusi dan masalah pengakuan. Kecenderungan
yang muncul di dalam perkembangan gagasan sosial‐politik adalah memisahkan
dan membedakan kedua jenis pandangan tersebut satu sama lain. Politik
redistribusi berfokus pada masalah ketidakadilan dalam kerangka sosial‐ekonomi
dan ketidakadilan tersebut berakar pada struktur ekonomi di masyarakat. Upaya
mengatasi persoalan ini mencakup program pemerataan pendapatan, pengaturan
organisasi tenaga kerja, demokratisasi prosedur pembentukan kebijakan
penanaman modal, atau mengubah struktur ekonomi dasar lainnya.25
Perjuangan Warga Moro-Moro untuk mendapatkan akses terhadap
keadilan pada hakikatnya adalah sebuah usaha untuk menolak proses eksklusi
sosial sekaligus perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.
Akses terhadap keadilan sendiri sebagaimana didefinisikan oleh United Nations
Development Program (UNDP) adalah kemampuan seseorang atau masyarakat
25Nancy Fraser, “Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition,
and Participation” dalam Nancy Fraser dan Axel Honneth,“Redistribution or Recognition? A
Political-Philosophical Exchange”, Verso, London-New York, 2003, p 67
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untuk mencari dan mendapatkan solusi melalui lembaga keadilan formal atau
informal, dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia.
Perjuangan Warga Moro-Moro selama sepuluh tahun terakhir terus
berkembang dan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan yang disebut
oleh Piere Bourdieau sebagai gerakan intelektual kolektif. Gerakan ini pada
hakikatnya adalah gerakan dari berbagai kalangan yang memiliki berbagai
kompetensi yang saling berhubungan, bekerja sama membagi pengetahuan, dan
mendukung anggota intelektual lain dalam membela mereka yang terdominasi.26
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas terjadi apa yang
disebut legal gaps antara apa yang seharusnya menurut undang-undang dan apa
yang terjadi dalam realita. Diperlukan suatu model pengelolaan hutan berbasis
masyarakat di Kawasan Hutan Register 45 sebagai upaya membangun
penyelesaian konflik yang berperspektif pada perlindungan hak kontitusional
warga negara untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan
Pancasila dan UUDNRI 1945.
26 Pierre Bourdieu ,The Role Intellectuals Today,Theoria ,June 2001, p 5
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B. Fokus Studi dan Permasalahan
1. Fokus Studi
Fokus studi penelitian ini adalah membongkar penyebab terjadinya
pengabaian hak-hak Warga Moro-Moro Register 45 untuk selanjutnya melahirkan
model penyelesaian konflik yang berperspektif pemenuhan hak-hak
konstitusional.
2. Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang hendak
diangkat dalam penelitian ini adalah:
1. Mengapa terjadi pengabaian hak-hak konstitusional yang dilakukan
Pemerintah Kabupaten Mesuji terhadap Warga Moro-Moro Register 45,
Mesuji, Lampung dan apa dampaknya bagi Warga Moro-Moro?
2. Bagaimanakah akses terhadap keadilan diupayakan oleh Warga
Moro-Moro, Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung dalam menolak
eksklusi dan mendapatkan akses kelola atas hutan ?
3. Bagaimanakah model penyelesaian konflik di Kawasan Hutan Register
45 Mesuji Lampung yang berperspektif pada pemenuhan hak
konstitusional?
C. Kerangka Pemikiran
Fokus studi penelitian ini adalah membongkar penyebab terjadinya
pengabaian hak-hak Warga Moro-Moro Register 45 untuk selanjutnya melahirkan
model penyelesaian yang berperspektif pemenuhan hak-hak konstitusional. Guna
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menganalisis dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka akan
diajukan beberapa teori yang relevan sebagai alat analisis.
Pasal 33 Ayat (3) UUDNRI 1945 menyebutkan: ”Bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Frase “dipergunakan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” menurut Mahkamah Konstitusi (MK)
ditentukan oleh empat tolak ukur: 1)Kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat;
2)Tingkat pemerataan manfaat sumber daya alam bagi rakyat; 3)Tingkat
partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, serta
4)Penghormatan terhadap hak rakyat secara turun temurun dalam memanfaatkan
sumber daya alam.27
Praktiknya, berbagai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
sumber daya hutan yang dilahirkan selama pemerintahan Orde Baru diantarannya
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Industri (HPHTI) yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 1999 sarat dengan penonjolan peran kekuasaan pemerintah dalam
menentukan implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya hutan.
Periode krisis ekonomi dan reformasi politik menjadi titik balik dalam
perjalanan sejarah bangsa. Periode ini adalah periode dimana wibawa aparat
keamanan dan penegak hukum merosot tajam. Krisis ekonomi dan politik juga
menyebar ke berbagai daerah. Pada era krisis ekonomi banyak terjadi
penelantaran tanah dengan berbagai alasan oleh para perusahaan pemegang
konsesi. Kondisi politik dan keamanan yang tidak stabil mendorong munculnya
27 Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010, hlm. 161
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keberanian rakyat untuk masuk menggarap tanah -tanah tersebut. Pada periode ini
juga konflik-konflik agraria yang belum muncul selama Orde mencuat secara
bersamaan. Konflik di kawasan hutan produksi Register 45 adalah salah satu
konflik agraria yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam yang muncul
paska Reformasi 1998. Masuknya Warga Moro-Moro pada akhir tahun 1997
terjadi akibat penelantaran tanah di kawasan hutan Register 45 menjadi awal dari
konflik agraria berkepanjangan hingga saat ini. Berlarut-larutnya konflik di
Register 45 juga melahirkan banyak persoalan sosio-yuridis bagi Warga
Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji. Konflik agraria selama belasan tahun
telah mengakibatkan tindakan diskriminatif dan terabaikannya hak-hak Warga
Moro-Moro serta hidup dalam ketidakpastian.
Permasalahan pertama, mengapa terjadi pengabaian hak-hak konstitusional
yang dilakukan pemerintah daerah terhadap warga Moro-Moro Register 45,
Kabupaten Mesuji Lampung dan apa dampaknya bagi Warga? Permasalahan ini
akan dibahas dengan critical legal studies dan teori eksklusisosial. Critical legal
studies melihat realitas dimana hukum sebagai alat dominasi pemodal atau pihak
yang berkuasa. Critical legal studies menggugat teori, doktrin atau asas-asas
seperti netralitas hukum (neutrality of law), otonomi hukum (autonomy law), dan
pemisahan hukum dengan politik (law politics distinction).28
Perspektif kritikal mempercayai bahwa logika-logika dan struktur hukum
muncul dari adanya power relationship dalam masyarakat. Bagi kalangan hukum
kritis “law is negotiable, subjective and policy-dependent as politics”, karennya
28W. Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum, Susunan I, terjemah: Mohamad Arifin,
Cetakan Kedua, Jakarta, PT, raja Grafindo Perkasa, 1993, hlm. 169-200
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tidak mungkin memisahkan politik dan pilihan-pilihan etik dengan hukum
berdasarkan argumentasi objektif dan netralitas.29 Cara pandang ini juga melihat
keberadaan hukum adalah sebagai instrumen untuk mendorong
kepentingan-kepentingan yang pada gilirannya melahirkan eksklusisosial kepada
kelompok masyarakat yang lemah. Ketidakadilan yang terjadi pada gilirannya
melahirkan kondisi sosial yang bersifat sub-human, yaitu kondisi hidup dibawah
standar untuk hidup sebagai manusia normal yang selayaknya.30 Proses
pengabaian yang terjadi disadari atau tidak disadari melahirkan proses eksklusi
sosial yang menghalangi atau menghambat individu dan keluarga, kelompok dari
sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi,
dan politik di dalam masyarakat secara utuh. sebagaimana dinikmati sebagian
besar masyarakat lainnya.
Permasalahan kedua, bagaimanakah akses terhadap keadilan diupayakan
oleh Warga Moro-Moro, Register 45, Kabupaten Mesuji Lampung dalam
menolak eksklusi dan mendapatkan akses kelola atas hutan? Permasalahan ini
akan dikaji lewat konsep akses terhadap keadilan dan intelektual kolektif.
Gagasan pokok yang hendak disampaikan oleh kerangka akses terhadap keadilan
adalah sebuah upaya dan pilihan-pilihan untuk mencapai suatu keadilan sosial
(social justice). Konsep akses terhadap keadilan yang digunakan adalah konsep
yang dikembangkan oleh para peneliti dari Van Volenhoven Institute (VVI) lewat
kerangka Rolax (Rule of law and Acces to Justice). Definisi mengenai akses
terhadap keadilan yang dikembangkan oleh VVI berangkat dari perspektif pencari
29Noer Fauzi, Budaya Menyangkal. Konsep dan Praktek Politik Hukum Agraria yang
Menyangkal Kenyataan Hak-Hak Masyarakat, dalam Jurnal Wacana, Insist Press, 2000, hlm 106
30Dom Helder Camara, Spiral Kekerasan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2000, hlm 31
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keadilan dalam hal ini masyarakat yang miskin dan terpinggirkan dalam
memperjuangkan solusi yang layak. Kerangka ini memberikan peluang untuk
melihat akses terhadap keadilan sebagai suatu proses dan bukan sekedar sebagai
situasi atau sebuah tujuan.
Perjuangan Warga Moro-Moro Register 45 melahirkan apa yang disebut
dengan gerakan intelektual kolektif. Intelektual kolektif adalah konsep yang
diperkenalkan oleh Sosiolog Prancis Piere Bourdieau sebagai sebuah gerakan
yang terdiri dari beragam profesi, aliran pemikiran, perspektif dan cita-cita untuk
membela warga yang terdominasi..
Permasalahan ketiga, Bagaimanakah model penyelesaian konflik agraria di
Register 45 Mesuji Lampung yang berperspektif pada pemenuhan hak
konstitusional? Permasalahan ini juga akan dijawab lewat konsep akses terhadap
keadilan dan teori keadilan sosial dari Nancy Fraser yang mengedepankan
masalah redistribusi, pengakuan dan partisipasi. Lahirnya Permenhut Nomor 39
tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempat Melalui Kemitraan
Kehutanan diharapkan selain menjadi dasar legitimasi sekaligus proses untuk
melahirkan model penyelesaian konflik agraria yang sekaligus menjadi
mekanisme pemulihan terhadap hak-hak Warga Moro-Moro. Secara skematik
kerangka pemikiran disertasi ini dapat digambarkan sebagai berikut :
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28 D ayat (1) dan (4),Pasal 28 H ayat (2),
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk membongkar faktor-faktor penyebab terjadinya pengabaian hak-hak
konstitusional dan menjelaskan dampaknya bagi Warga Moro-Moro
Register 45 Mesuji .
b. Untuk menganalisa berbagai upaya perjuangan akses terhadap keadilan,
strategi perjuangan dan pilihan perjuangan Warga Moro-Moro dalam
mendapatkan hak-hak konstitusionalnya.
c. Untuk melahirkan model penyelesaian konflik di kawasan Hutan Register 45
yang berperspektif pemenuhan hak konstitusional dan keadilan sosial.
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran bagi pengembangan konsep keadilan sosial dan akses terhadap
keadilan serta implementasinya bagi masyarakat pencari keadilan.
b. Kegunaan praktis penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran
kepada pemerintah, swasta dan memberdayakan Warga Moro-Moro untuk
membangun model penyelesaian konflik di kawasan hutan Register 45,
Kabupaten Mesuji, Lampung yang berperspektif pemenuhan hak-hak
konstitusional. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan dasar penelitian
lebih lanjut dalam mengembangkan model penyelesaian konflik yang efektif




Pada bagian ini akan dipaparkan proses, tahapan dan cara kerja dalam
melaksanakan penelitian dari mulai paradigma, pendekatan, tipe dan lokasi
penelitian, hingga teknik pengumpulan, pengolahan, analisis serta validiasi data.
Kesemuanya akan diuraikan sebagai berikut :
1. Stand Point
Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif31 Penelitian
kualitatif memungkinkan peneliti melakukan penggalian dan pemaknaan terhadap
apa yang terjadi pada Warga Moro-Moro Register 45 Mesuji Lampung. Ciri khas
dari penelitian kualitatif adalah melihat fenomena yang diteliti dalam bentuk apa
adanya. Laporan penelitian disajikan sedemikian rupa dengan pembedaan
keterangan yang jelas bersumber dari subjek yang diteliti atau analisis dari
peneliti.
Jenis penelitian ini juga selalu terbuka kesempatan bagi pembaca untuk
mengetahui pernyataan atau pendapat tentang kebijakan hukum maupun hasil
analisis data yang didukung atau dibuktikan dengan argumentasi yang
dikemukakan apakah dibuat secara logis dengan metode penelitian yang sesuai.
31 Lihat pengertian penelitian kualitatif dalam Setiawan Santana K, Menulis Ilmiah
Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Kedua, Buku Obor, 2010, hlm.1, 17-18; Lihat juga




Pada setiap proses keilmuan, paradigma memegang peranan yang sangat
penting. Fungsi paradigma adalah memberikan kerangka, mengarahkan, bahkan
menguji konsistensi proses keilmuan. Paradigma adalah perangkat kepercayaan
atau keyakinan dasar yang membimbing seseorang dalam bertindak dalam
kehidupan sehari-hari32. Menurut Liek Wilardjo paradigma merupakan
asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan caranya memandang
gejala yang ditelaahnya. Meliputi kode etik, maupun pandangan dunia yang
mempengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam berolah ilmu.33
Denzin dan Lincoln mendefinisikan paradigma sebagai: “Basic belief
system or worldview that guides the investigator, not only in choices of method
but in ontologically and epistomologically fundamental ways.” Pengertian
tersebut mengandung makna paradigma adalah sistem keyakinan dasar atau cara
memandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam memilih metoda
tetapi juga cara-cara fundamental yang bersifat ontologis dan epistomologis.34
Dengan mengacu pandangan Guba, Denzin dan Lincoln maka dapat
disimpulkan paradigma adalah sistem keyakinan dasar yang berlandaskan asumsi
ontologi, epistomologi, dan metodologi atau dengan kata lain paradigma adalah
sistem keyakinan dasar sebagai landasan untuk mencari jawaban atas pertanyaan
apa itu hakikat realitas, apa hakikat hubungan antara peneliti dan realitas, dan
bagaimana cara peneliti mengetahui realitas.
32 Agus Salim. Teori dan Paradigma Penelitian Sosial, Tiara Wacana, 2006, hal 63
33 Liek Wilardjo, Realita dan Desiderata, Duta Wacana University Perss, 1990, hlm. 72
34 Lihat Guba dan Licoln dalam Norman K Denzin,Yvona S Lincoln, Handbook of
Qualitative Research, Pustaka Pelajar, 2009 , hal 129-170
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Secara ontologi paradigma kritikal memandang bahwa realitas yang
terbentuk karena faktor sosial, politik, ekonomi, budaya ataupun etnis. Realitas ini
oleh Guba dan Lincoln disebut sebagai realitas virtual .35 Realitas virtual adalah
realitas yang terbentuk oleh faktor sosial politik,ekonomi,budaya,etnis.
Karenanya aktor-aktor sosial dapat mempengaruhi masyarakatnya, tetapi
pengaruh itu dimediasi melalui totalitas-historik.
Keyakinan penulis terhadap premis bahwa hukum tidaklah bebas nilai
mendorong peneliti menggunakan paradigma kritikal yang menempatkan kasus
yang diteliti yakni apa yang dialami oleh Warga Moro-Moro Register 45,
Kabupaten Mesuji, Lampung. Paradigma kritikal meyakini bahwasannya hukum
tidak bisa hanya dipahami hanya dalam perspektif aturan-aturan dan logika, akan
tetapi juga melibatkan struktur sosial dan perilaku. Karenanya, baik kajian-kajian
sosial mengenai hukum maupun pemikiran kritis mengenai hukum sama-sama
berasumsi bahwa hukum tidak terletak di ruang hampa. Hukum tidak dapat eksis,
dan oleh karena itu tidak dapat dipelajari dalam ruang yang vakum.36
Secara epistemologis dalam penelitian berparadigma critical hubungan
antara peneliti dengan obyek yang diteliti terkait secara interaktif untuk dapat
memahami realitas virtual tersebut.37 Hal ini mengingat bahwa tujuan akhir dari
penelitian berparadigma kritikal antara lain adalah untuk mengkritisi ketidak
adilan sosial, memberdayakan, mengemansipasi dan membangkitkan kesadaran
35 FX.Adji Samekto, Menempatkan paradigma Penelitian Dalam Pendekatan Hukum Non
Doktrinal dan Penelitian Dalam Ranah Sosio Legal, Makalah PDIH UNDIP, 2014, hal 4, Lihat
juga Erlyn Indarti, Paradigma : Jati Diri Cendekia, Makalah Pada Diskusi Program Doktor
Ilmu Hukum, Program Pascasarjana UNDIP,1 Des 2000.
36Kalimat ini dikutip oleh Alan Hunt dalam menjelaskan pemikiran aliran sosiological
jurisprudence dalam bukunya yang berjudul, “Explorationsin Law and Society Toward
Constitutive Theory of law”, Routhledge, New York, 1993, p 37
37 Ibid, hal 5
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masyarakat ,maka peran peneliti - selain observer - juga sebagai intellectual
transformator dan motivator.
Secara aksiologis penggunaan teori dalam penelitian berparadigma kritikal
dilihat sebagai kupasan (pemikiran) yang dapat mengungkapkan keadaan yang
sebenarnya, dan membantu manusia (masyarakat) untuk menemukan cara menuju
keadaan yang lebih baik. Penjelasan (explanation) yang digunakan dalam analisis,
adalah penjelasan ataupun pendapat yang dapat mengungkapkan keadaan yang
sesungguhnya dan menawarkan konsep atau apapun yang dibutuhkan untuk
merubah keadaan yang ada.
Relevansi paradigma kritikal dalam penelitian ini adalah bagaimana melihat
hukum dalam ruang sosial dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan di luar hukum.
Penelitian ini secara kritis melihat berbagai faktor diluar hukum yang
mempengaruhi terjadinya pengabaian hak-hak konstitusional Warga Moro-Moro
sebagai wujud dari eksklusi sosial.
3. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio
legal dengan karakter metodologisnya tersendiri. Kajian sosio-legal merupakan
kajian yang memadukan kajian hukum doktrinal dengan kajian sosial.
Pemaduan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa aturan hukum tidak pernah bekerja
diruang hampa yang penuh dengan sistem nilai, kepentingan dan tidak netral.
Hukum dilihat sebagai faktor penentu dalam sistem sosial yang dapat menentukan
dan ditentukan. Penelitian ini menggunakan studi kasus yakni pengalaman empiris
Warga Moro-Moro di Hutan Register 45 Mesuji,Lampung.
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Lewat pendekatan sosio legal juga dimungkinkan digunakannya
pendekatan interdisipliner. Tujuannya adalah menggabungkan segala aspek
perspektif disiplin ilmu, ilmu sosial dan ilmu hukum, menjadi sebuat pendekatan
tunggal. Karena pendekatan yang demikian, tujuan pendekatan sosio-legal adalah
mengombinasikan pengetahuan, keterampilan- keterampilan, dan bentuk-bentuk
pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya untuk
mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang
bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk
baru dari analisis.38
Pendekatan interdisipliner dalam penelitian sosio legal mengusahakan
keterkaitan (coherence) antar berbagai metode dan teori yang digunakan. Menurut
Banakar dan Trevers absennya buku-buku mengenai metode penelitian sosio legal
telah membantu kesungguhan sifat interdisiplinernya, yang pada akhirnya
membuatnya terbuka terhadap keragaman teori dan inovasi.39
4. Lokasi Penelitian
Faktor keterbatasan kemampuan, waktu dan pembiayaan membuat
peneliti membatasi lokasi penelitian di Hutan Register 45 Mesuji Lampung
khususnya di wilayah kelola Warga Moro-Moro, Kabupaten Mesuji, Kantor Dinas
Kehutanan Propinsi Lampung, Kantor KPU Lampung, Kantor Pusat Kajian
Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKPHAM) Fakultas Hukum
38Banakar, Reza&Travers, Max (edits) 2005, Theoryand Method in Socio-legal Research
(Oxford and Portland Oregon: HartPublishing), p 5
39Ibid, p 35
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Universitas Lampung dan Kantor Puspijak Balitbang Departemen Lingkungan
Hidup dan Kehutanan di Bogor.
Studi pustaka secara terbatas juga penulis lakukan di perpustakaan
Sayogyo Institute pada 2013, perpustakaan STPN Yogyakarta pada tahun 2013,
Perpustakaan ATMA Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2013,
perpustakaan Universitas Aix Marseille Perancis dan Universitas Leiden pada
tahun 2014.
5. Instrumen Penelitian dan Informan
Instrumen penelitian kualitatif adalah “human instrument” yaitu informan
dan peneliti sebagai pengumpul data secara langsung. Peneliti dalam tadisi
penelitian kualitatif merupakan kunci yang membuka semua informasi karena
hanya manusia sebagai instrumen penelitian yang mampu memahami makna
hubungan antar manusia, menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam
ucapan dan perbuatan informan.
Sementara informan dalam penelitian dipilih berdasarkan pada asas subyek
yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan
informasi lengkap dan akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan
informasi tentunnhya harus memenuhi syarat, yakni mememiliki informasi yang
relevan dan memadai yang terkait dengan penelitian.
Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan, hal ini
tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan dan kompleksitas dari
fenomena yang diteliti. Informan penelitian ini ditentukan dengan teknik snowball
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sampling, yakni proses penentuan informan berdasarkan informan sebelumnya
tanpa menentukan jumlahnya secara pasti dengan menggali informasi terkait
informasi yang diperlukan. Pencarian informan akan dihentikan setelah informasi
penelitian dianggap sudah memadai. Informan dalam penelitian ini sendiri adalah:
1. HS Tisnanta, Mantan Anggota TGPF Kasus Mesuji
2. Siti Noor Laila, Komisioner Komnas HAM
3. Nanang Trenggono, Ketua KPU Provinsi Lampung
4. Khamamik, Bupati Mesuji
5. Lukas Wibowo, Peneliti Pusat Penelitian Sosial,Ekonomi dan Kebijakan
Perubahan Iklim Litbang Kementrian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
6. Watoni Nurdin, Mantan Anggota Pansus Hutan Register 45 DPRD Provinsi
Lampung
7. Sahrul Sekretaris Jendral Persatuan Petani Moro-Moro Way Serdang
8. Warida, Warga Moro-Moro
9. Jamhari Warga Moro-Moro
10. Praja Wiguna, Pendamping Warga Moro-Moro
11. Komang Jaka Ferdian, Peneliti Kasus Moro-Moro
12. T, Petani peserta Kemitraan di Register 45
6. Sumber Data, Pengumpulan, Validasi, Pengolahan dan Analisa Data
1. Sumber Data
Menurut asal muasalnya, data yang digunakan dalam penelitian ini
dibedakan menjadi dua, yakni (1) data primer yang berasal langsung dari
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sumbernya, berupa wawancara informan dan pengamatan yang dilakukan dilokasi
penelitian. (2) Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, catatan-catatan,
koran, dokumen, laporan dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan tema
penelitian. Beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait tema penelitian
diantaranya:
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya Pasal 27
ayat (1), Pasal 28 B ayat (2),Pasal 28 D ayat (1) dan (4),Pasal 28 H ayat
(2), Pasal 28 I ayat 91) dan (2), Pasal 31 ayat (1) dan (2),Pasal 33 dan
Pasal 34 ayat (3)
2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tantang Hak Asasi Manusia
(Lembaran negara tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3886)
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran
Negara tahun 1999 Nomor 167)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tantang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109)
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan
Internasional Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 118)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan
Internasional Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara
tahun 2005 Nomor 119)
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7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4673)
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2013,
Nomor 130 Tahun 2006 Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5432)
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244)
10. Permenhut Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat
Setempat Melalui Kemitraan Kehutanan
2. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode
partisipatoris.40 Metodologi partisipatoris bertujuan untuk membongkar
pengetahuan yang meletigimasi praktek pembangunan yang yang dianggap
menindas rakyat kecil sambil melakukan proses transformasi sosial. Partisipasi
masyarakat dapat dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam proses
pengidentifikasian masalah, potensi yang ada di masyarakat, pemilihan alternatif
solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan
keterlibatan masyarakat dalam proses berubahan yang terjadi. Dengan demikian
masyarakat juga diposisikan juga sebagai peneliti atas kasus yang dialaminya.
40Lihat Britha,Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya
Pemberdayaan,Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1990
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Hasil yang diharapkan adalah adanya tindakan kritis untuk mendorong perubahan
sosial yang memperkuat warga atau komunitas yang marginal.
Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam dan observasi
partisipatif terhadap informan untuk mendapatkan keterangan permasalahan yang
diteliti. Wawancara mendalam41 adalah temu muka berulang antara peneliti dan
subyek penelitian dalam rangka memahami pandangan subyek, pengalaman
maupun situasi sosial yang diungkapkan lewat bahasanya sendiri melalui dialog
dua arah dalam suasana kesetaraan. Sementara observasi partisipatif adalah
metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian
melalui pengamatan dan pengindraan dimana peneliti benar-benar terlibat dalam
keseharian objek yang diteliti maupun para informannya.
Sementara data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan
prosedur identifikasi, inventarisasi, dan membuat catatan atau kutipan.
Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran pustaka dan studi dokumentasi
terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal, hasil
penelitian, catatan maupun dokumen, pendapat para ahli yang berkaitan dengan
tema penelitian.
3. Validasi Data
Teknik validasi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi
data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan
41 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitaf, Kualitatif, dan R&D.
Bandung: Alfabeta,2010, hal 138-140
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atau pembanding terhadap data itu.42 Triangulasi meliputi empat hal, yaitu:
(1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan
dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori.
Validasi data dalam penelitian ini sendiri menggunakan metode triangulasi
sumber data yang mencoba menggali kebenaran informasi tertentu melalui
berbagai metode dan sumber perolehan data. Selain melakukan wawancara dan
observasi, peneliti juga menggunakan observasi terlibat (participant observation),
dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau
tulisan pribadi dan video, gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan
menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan
pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti
4. Analisis Data
Setelah kegiatan pengumpulan dan validasi data selesai selanjutnya
dilakukan pengolahan data. Langkah pertama dalam pengolahan data yaitu
melakukan editing. Kegiatan editing adalah untuk memeriksa dan memilah-milah
data hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Setelah data
diedit, kegiatan selanjutnya adalah melakukan klasifikasi data sesuai dengan
permasalahan yang diteliti. Terhadap data primer berupa keterangan dan/atau
informasi dari hasil wawancara terkait selanjutnya disusun dalam bentuk kalimat
secara sistematis dan logis dilakukan analisis kualitatif.
Selanjutnya data dianalisis dengan cara memahami maknanya, mengkritisi
dan memberikan penjelasan dalam bentuk uraian kalimat secara sistematis logis
42Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009, hlm. 330
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dan komprehensif, sehingga diketemukan penyebab pengabaiaan hak-hak
konstitusional Warga Moro-Moro dan dinamika perjuangan akses terhadap
keadilan yang dilakukan oleh warga Moro-Moro Register 45, Kabupaten Mesuji
Lampung untuk selanjutnya menawarkan model penyelesaian konflik agraria.
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah induksi-konseptualisasi,
yang bertolak dari fakta/informasi empiris (data) untuk membangun konsep atau
teori. Upaya membangun konsep atau teori bertolak dari informasi ke konsep
sebagai langkah gerak melintas ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Hasil
abstraksi data inilah diperoleh “makna” sebagai hasil interelasi dalam sistem
kategori yang lebih alamiah sifatnya.
F. Sistematika Penulisan
Penulisan disertasi ini terbagi dalam enam bab dan setiap bab diuraikan
dalam beberapa sub bab. Guna memudahkan maka dilakukan sistematika
penulisan sebagai berikut:
Bab I merupakan bab Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang,
fokus studi dan permasalahan, tujuan dan kontribusi penelitian, kerangka
pemikiran, proses penelitian yang menunjukan stand point, paradigma,
pendekatan, jenis hingga hingga metode penelitian yang digunakan. Selain itu
juga diuraikan tujuan dan kontribusi penelitian, sistematika penulisan, dan
orisinalitas penelitian akan dikemukakan pada bagian ini.
Bab II Kerangka Teoritik. Bab ini menguraikan konsep dan teori yang
akan dipergunakan untuk menganalisis permasalah dan analisis data. Konsep atau
teori dimaksud adalah teori hukum kritis, teori eksklusi sosial dari Tania Li dkk,
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konsep akses terhadap keadilan yang dikembangkan Van Volenhoven Instituute
(VVI) Universitas Leiden, teori keadilan sosial Nancy Fraser dan konsep
intelektual kolektif dari Piere Bourdieau.
Bab III, Bab IV, dan Bab V merupakan bab yang membahas hasil
penelitian. Bab III membahas pengabaian, esksklusi sosial dan dampaknya bagi
Warga Moro-Moro. Bab IV akan Bagaimana dinamika perjuangan akses terhadap
keadilan yang diupayakan oleh Warga Moro-Moro. Bab V akan membahas
bagaimana akses terhadap keadilan dan model model penyelesaian konflik yang
ditawarkan.
Bab VI berisikan Simpulan dan Saran yang diajukan peneliti terkait hasil
temuan dalam dalam penelitian.
F. Orisinalitas Penelitian
Orisinalitas penelitian lazimnya dilihat dari fokus, permasalahan, temuan
penelitian dan kebaharuan penelitian yang akan dilakukan dibandingkan dengan
penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan penelitian ini. Meski demikian,
beberapa penelitian tersebut memiliki perbedaan baik secara substansial, objek
kajian, teori dan metode penelitian. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Penelitian ini tidak hanya ingin mengungkapkan persoalan konfllik agraria
semata tapi juga implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak konstitusional
warga. Penelitian ini hendak membongkar bagaimana konflik pengelolaan
kawasan hutan produksi pada giliranya melahirkan eksklusi sosial.
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2. Penelitian ini juga secara khusus memberikan pembahasan tentang
dinamika warga memperoleh akses terhadap keadilan diluar jalur
pengadilan dalam upayanya memperjuangkan keadilan sosial.
3. Secara filosofis penelitian ini hendak membuktikan bahwa implementasi
hukum di wilayah konflik khususnya pada hakikatnya amat dipengaruhi
oleh berbagai kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam konflik.
Pengabaian-pengabaian yang terjadi pada hakikatnya adalah sebuah proses
eksklusi sosial. Kerangka akses terhadap keadilan adalah sebuah upaya
mendefinisikan dan mencapai keadilan lewat berbagai ruang atau forum
berdasarkan persepektif masyarakat pencari keadilan diluar jalan
pengadilan .
Secara spesifik kebaruan atau orisinalitas penelitian ini bila dibandingkan
dengan beberapa penelitian sebelumnya dapat dilihat lewat tabel dibawah ini :
Tabel 2 Orisinalitas Penelitian
No Judul Penelitian dan
Penulis
Substansi Penelitian Unsur Kebaruan
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2009), Anu Lounela ketidaksetaraan kekuatan baik
















hukum dan praktik mengenai
pengelolaan hutan berbasis
masyarakat telah berubah dari
waktu ke waktu. Jaminan
pengelolaan hutan,
bagaimanapun, membutuhkan























Fokus utama disertasi ini
adalah politik dibalik
perebutan tanah di kawasan
hutan negara di wilayah
Jambi. Penelitian ini melihat
berbagai aspek dibalik konflik




















Penelitian yang dilakukan di
Desa Atar Lebar Kawasan
Hutan Konservasi TNBBS
Kabupaten Lampung Barat ini
menunjukkan bahwa
pemerintah selama ini
menerapkan standar ganda
terhadap pengelolaan hutan
dimana terdapat favoritisme
pemerintah, terhadap
pengusaha HPH dengan
pemberian izin penebangan
hutan.
Penelitian ini juga
melihat faktor-faktor
yang melatar belakangi
tindakan diskriminatif
yang dialami warga
dan menggagas model
pengelolaan hutan
pro-masyarakat
sebagai usaha
penyelesaian konflik
di Register 45.
